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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wh.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan
instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan
gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada
masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sekayu mengadakan Survei
Persepsi Anti Korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna
dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sekayu, yang dilakukan
secara elektronik melalui mesin survei aplikasi S| SUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-
perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun
senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai
pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sekayu dan
masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sekayu.

Wassalamu’ alaikum, Wr. Wé.

Sekayu, 1 Oktober 2021

Tim Survei
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada
pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud
komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti
korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih
dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran
dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola
sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan
Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari
korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh
masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi  bersih melayani menitikberatkan pada Integritas
penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya
dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya
diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.
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1.2.

1.3.

1.4.

Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti

Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan

kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti

Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona

integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih

melayani.

Landasan Hukum

a)

b)

c)

d)

g)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019.

Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa

persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.
- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara
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1.4.2.

1.4.3.

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang
dimilikinya
- Penyiapan Bahan
a. Kuesioner.
b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
Data
a. Jumlah Responden.
b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah
ditetapkan di dalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan
penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya
dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Penguijian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner
kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis
kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam

analisis obyektivitas responden.

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat
kali dalam setahun) dalam hal ini survei dilakukan pada
periode April 2021 sampai dengan Juni 2021 melalui mesin
survei aplikasi Si SUPER dengan laman
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/peng
adilan/099003.
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2.1.

2.2

2.3.

BAB Il
METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan
metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam
penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada
dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan
karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam

penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan
layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sekayu. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling.
Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan
Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Pelaksanaan dan Teknik Survei

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan pada
Pengadilan Negeri Sekayu dilakukan melalui metode penelitian
deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner (e-
survei) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu
masyarakat selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan
sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan
penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan selama
periode April - Juni 2021 triwulan Il. Adapun tahapa survei adalah
sebagai berikut :
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1. PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa

persiapan yang periu perhatikan adalah sebagai berikut.

oo w

Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara
mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang
dimilikinya.

Penyiapan Bahan

Kuesioner.

Bagian dari Kuesioner/Pengantar

Kelengkapan peralatan.

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu
Pengumpulan Data

Jumlah Responden.

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. PROSES SURVEI

a.

Pelaksanaan e-survei dilakukan dalam jangka waktu 3
bulan yang dimulai pada tanggal 1 April 2021 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2021 bersamaan dengan

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

. E-survei dilakukan dengan mengakses link berikut

http://esurvey.badilum.mahkamahagqung.go.id/index.php/pe
ngadilan/099003.

Melakukan pengecekan secara berkala pada e-survei untuk

mengetahui perkembangan e-survei.

3. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi

menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur

dengan menggunakan skala penilaian antara 1 — 4. Dimana nilai

1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan

skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi

yang bersih dan baik dalam melayani.
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Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka

absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi

anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada

kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini.

b. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap
unsur berkisar antara 1 — 4 yang kemudian dikonversikan ke
angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 — 4 yang artinya

mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin

BERSIH DARI KORUPSI.

Kategorisasi persepsi anti korupsi ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1.
Kategorisasi Persepsi Anti Korupsi
Nilai Nilai Nilai Interval
Mutu Kinerja
Persepsi interval Konversi IPK

Tidak bersih dari
1 1.00-1.75 25-43.75 1 )

korupsi

Kurang bersih dari
2 1.76 — 2.50 43.76 — 62.50 2

korupsi

Cukup bersih dari
3 251-3.25 62.51-81.25 S )

korupsi

4 Bersih dari korupsi
4 3.26 —4.00 81.26 — 100.00
4. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survei persepsi anti korupsi
terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Sekayu melalui mesin
survei aplikasi SI SUPER. Sebelum menjawab e-survei, maka
responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari
nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor
telephone dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat Indeks
Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sekayu, diharapkan
responden dapat memberikan penilaian yang obyektif dari
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berbagai indikator yang ada dalam e-survei. Adapun
indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan

2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh

4. Transaksi Biaya

5. Biaya Tambahan

6. Hadiah

7. Transparansi Biaya

8. Percaloan

9. Perbuatan Curang

10. Transaksi Rahasia
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3.1.

BAB llI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Profil responden

3. 1.1

Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh data bahwa dari
latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja
pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SLTA
dengan persentase sebesar 62,78 % (enam puluh dua koma

tujuh puluh delapan persen).

Tabel 2.
Tingkat pendidikan responden
Nomor Pendidikan Terakhir Frekuensi %

1 Tidak Sekolah 0 0,00
2 SD 1 0.25
3 SMP 25 6,20
4 SLTA 253 62,78
5 Diploma 1 0 0,00
6 Diploma 2 0 0,00
7 Diploma 3 5 1,24
8 S1 105 26,05
9 S2 13 3.23
10 s3 1 0,25
Jumlah 403 100,00

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari jenis pekerjaan responden diketahui bahwa responden
terbesar pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
memiliki pekerjaan dengan kategori “Lainnya” yaitu sebesar

58,06% (lima puluh delapan koma nol enam persen).
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Tabel 3.
Jenis pekerjaan responden
Nomor Pekerjaan Utama Frekuensi %
1 PNS 31 7,69
2 NI 0 0,00
3 POLRI 8 1,99
4 SWASTA 99 24,57
5 WIRAUSAHA 28 6,95
6 TENAGA KONTRAK 3 0,74
7 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00
8 PETANI 0 0,00
9 LAINNYA 234 58,06
Jumlah 403 100,00
3.1.3. Domisili responden
Berdasarkan hasil survei terhadap 403 (empat ratus tiga)
responden, diperoleh data bahwa dari responden mayoritas
adalah di luar wilayah kota sekayu, yaitu sebesar 98,01%
(sembilan puluh delapan koma nol satu).
Tabel 4.
Domisili Responden
No Domisili Frekuensi %
1 Wilayah Kota Sekayu 395 98,01
2 Wilayah di Luar Sekayu 8 1,99
Jumiah 403 100,00
3.1.4. Kelompok usia responden

Jika dilihat dari usia responden pengguna layanan Satuan Kerja
pada pengadilan, mayoritas pengguna layanan berada dalam
kelompok usia produktif yaitu pada usia 29 tahun sampai
dengan 39 tahun, yakni sebanyak 38,46 % (tiga puluh delapan
koma empat puluh enam persen).
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Tabel 5.
Usia responden
Nomor Umur Frekuensi %

1 18-28 82 20,35
2 29-39 155 38,46
3 40-49 114 28,29
“ 50-59 45 11,17
5 60-69 7 1,74

Jumiah 403 100,00

3.1.5. Layanan yang digunakan

Terkait dengan jenis layanan yang digunakan oleh responden,
dari 403 (empat ratus tiga) responden, sebagian besar
responden menerima layanan “Hukum” sebesar 75,43% (tujuh

puluh lima koma empat tiga persen).

Tabel 6.
Jenis layanan yang dipergunakan responden
No Jenis Layanan Frekuensi %

1 Pidana 38 9,43
2 Perdata 22 5,46
3 Hukum/Informasi 304 75,43
4 | Administrasi Umum 39 9,68

Jumiah 403 100,00

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

321,

Indikator Manipulasi Peraturan

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi
khususnya pada indikator Manipulasi Peraturan, dari 403
(empat ratus tiga) responden vyang disurvei dengan
menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai
interval/indeks sebesar 0,399 (nol koma tiga sembilan
sembilan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja
satuan kerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi
dalam bentuk manipulasi peraturan.
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Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi data

No Skala Frekuensi %
1 4 402 99,75
2 3 1 0,25
3 2 0 0
4 1 0 0
Jumiah 403 100,00

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3.

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi
khususnya pada indikator Penyalahgunaan Jabatan, dari 403
(empat ratus tiga) responden vyang disurvei dengan
menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai
interval/indeks sebesar 0,400 (nol koma empat nol nol). Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja satuan kerja
Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi dalam bentuk
Penyalahgunaan jabatan.

Tabel 8.
Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan
No Skala Frekuensi %

1 4 402 99,75
2 3 0 0
3 2 0 0
4 1 1 0,25

Jumiah 403 100,00

Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi
khususnya pada indikator Menjual Pengaruh, dari 403 (empat
ratus tiga) responden yang disurvei dengan menggunakan skala
1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 0,399

(nol koma tiga sembilan sembilan). Dengan demikian, dapat
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dikatakan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri

Sekayu bersih dari korupsi dalam bentuk menjual pengaruh.

Tabel 9.
Indeks pada indikator menjual pengaruh
No Skala Frekuensi %
1 4 402 99,75
2 3 0,00
3 2 0,00
4 1 0,25
Jumiah 403 100,00

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Berdasarkan hasil

survei

indeks persepsi

anti  korupsi

khususnya pada indikator Transaksi Biaya, dari 403 (empat

ratus tiga) responden yang disurvei dengan menggunakan skala

1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar

0,369 (nol koma tiga enam sembilan). Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri

Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator transaksi

biaya.
Tabel 10.
Indeks pada indikator transaksi biaya
No Skala Frekuensi %
1 4 329 81,64
2 3 38 9,43
3 2 20 4,96
4 1 16 3,97
Jumiah 403 100,00

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan
Berdasarkan hasil

survei

indeks persepsi

anti  korupsi

khususnya pada indikator Biaya Tambahan, dari 403 (empat

ratus tiga) responden yang disurvei dengan menggunakan skala

1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar

0,395 (nol koma tiga sembilan lima). Dengan demikian dapat
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dikatakan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri

Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator biaya

tambahan.
Tabel 11.
Indeks pada indikator biaya tambahan

No Skala Frekuensi %
1 4 394 97,77
2 3 3 0,74
3 2 1 0,25
4 1 5 1,24
Jumlah 403 100,00

3.2.6. Indikator Hadiah

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi

3.2.7.

khususnya pada indikator Hadiah, dari 403 (empat ratus tiga)
responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai
dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 0,399 (nol
koma tiga sembilan sembilan). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri

Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator hadiah.

Tabel 12.
Indeks pada indikator hadiah
No Skala Frekuensi %
1 4 401 99,50
2 3 0 0
3 2 0 0
4 1 2 0,50
Jumiah 403 100,00
Indikator Transparansi Biaya
Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi

khususnya pada indikator Transparansi Biaya, dari 403 (empat
ratus tiga) responden yang disurvei dengan menggunakan skala

1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar
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0,373 (nol koma tiga tujuh tiga). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri

Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan transparansi biaya.

Tabel 13.
Indeks pada indikator transparansi biaya
No Skala Frekuensi %

1 4 355 88,09
2 3 16 3,97
3 2 2 0,50
4 1 30 7,44
5 0 0 0

Jumliah 403 100,00

3.2.8. Indikator Percaloan

Berdasarkan hasil

survei

indeks persepsi

anti  korupsi

khususnya pada indikator Percaloan, dari 403 (empat ratus tiga)

responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai

dengan 4, diperoleh nilai intervallindeks sebesar 0,400 (nol

koma empat nol nol). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari

korupsi terkait dengan indikator Percaloan.

Tabel 14.
Indeks pada indikator percaloan
No Skala Frekuensi %
1 4 402 99,75
2 3 1 0,25
3 2 0,00
4 1 0 0,00
Jumiah 403 100,00

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Berdasarkan hasil

survei

indeks persepsi

anti  korupsi

khususnya pada indikator Perbuatan Curang, dari 403 (empat

ratus tiga) responden yang disurvei dengan menggunakan skala

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi, hal 14




Pengadilan Negeri Sekayu

1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar
0,399 (nol koma tiga sembilan sembilan). Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri
Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator Perbuatan

curang.
Tabel 15.
Indeks pada indikator perbuatan curang

No Skala Frekuensi %
1 4 400 99,26
2 8 3 0,74
3 2 0,00
4 1 0 0,00
Jumiah 403 100,00

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi

khususnya pada indikator Transaksi Rahasia, dari 403 (empat
ratus tiga) responden yang disurvei dengan menggunakan skala
1 sampai dengan 4, diperoleh nilai intervallindeks sebesar
0,400 (nol koma empat nol nol). Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri

Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator transaksi

rahasia.
Tabel 16.
Indeks pada indikator transaksi rahasia
No Skala Frekuensi %

1 4 403 100,00
2 3 0 0,00
3 V. 0,00
4 1 0 0,00

Jumiah 403 100,00

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi anti korupsi pada 10
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(sepuluh) indikator di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti

Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sekayu sebesar 3,93 (tiga

koma sembilan puluh tiga) pada skala 1 sampai dengan 4 atau 98,33%

(sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga) persen pada skala 100
yang artinya berada pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Sekayu

Nilai
No. Unsur Pertanyaan Rata-Rata Konversi
1 Manipulasi Peraturan 0,400 10,00
o Penyalahgunaan Jabatan 0,400 10,00
3 Menjual Pengaruh 0,399 9,97
4 Transaksi Biaya 0,369 9,22
5 Biaya Tambahan 0,395 9,88
6 Hadiah 0,399 9,97
7 Transparansi Biaya 0,373 9,32
8 Percaloan 0,400 10,00
9 Perbuatan Curang 0,399 9,97
10 Transaksi Rahasia 0,400 10,00
Jumlah 3,933 (4.00) 98,33
Tabel 18.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Sekayu
NILAI NILAI NILAI INTERVAL MUTU KINERJA
PERSEPSI | INTERVAL KONVERSI IPK
1 1.00-1.75 25-43.75 1 Zl::i:::::
2 1.76 - 62.50 43.76 — 62.50 2 K:ar:nfo:):::h
3 2.51-3.25 62.51-81.25 3 zl:::iot::':]
4 3.26-4.00 81.26 — 100.00 = Sersih dari
korupsi
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3.4.

Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja
pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei
yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan
dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir
celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sekayu.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan

Kerja pada pengadilan

" Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
o

pada pengadilan

1 Baik dan bagus

2 Agar selalu meningkatkan pelayanannya

3 Pelayanan Pengadilan Negeri Sekayu sudah bagus

- Lanjutkan pelayanan prima

5) Pertahankan pelayanan yang bagus
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4.1.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi pada pelayanan yang diberikan

oleh Pengadilan Negeri Sekayu diperoleh nilai indeks persepsi anti

korupsi 3,93/98,33% atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Adapun kesimpulan pada masing masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan di Pengadilan Negeri Sekayu
mayoritas responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat
indeks 0,400.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan di Pengadilan Negeri Sekayu
mayoritas responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat
indeks 0,400.

3. Indikator Menjual Pengaruh di Pengadilan Negeri Sekayu
mayoritas responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat
indeks 0,399.

4. Indikator Transaksi Biaya di Pengadilan Negeri Sekayu mayoritas
responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat indeks
0,369.

S. Indikator Biaya Tambahan di Pengadilan Negeri Sekayu mayoritas
responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat indeks
0,395.

6. Indikator Hadiah di Pengadilan Negeri Sekayu mayoritas
responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat indeks
0,399.

7. Indikator Transparansi Biaya di Pengadilan Negeri Sekayu
mayoritas responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat
indeks 0,373.

8. Indikator Percaloan di Pengadilan Negeri Sekayu mayoritas
responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat indeks
0,400.

9. Indikator Perbuatan Curang di Pengadilan Negeri Sekayu
mayoritas responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat
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4.2.

mayoritas responden menyatakan Bersih Dari Korupsi, mendapat
indeks 0,400.

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi anti korupsi pada setiap indikator
terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sekayu
menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,25
atau masuk pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI.

Dari 10 (sepuluh) indikator tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) indikator
yang memiliki indeks terendah vyaitu indikator “Transaksi Biaya”,
“Transfaransi Biaya” dan “Biaya Tambahan”. Maka perlu upaya untuk
melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap 3
(tiga) indikator yang memiliki indeks terendah tersebut sehingga
Pengadilan Negeri Sekayu tetap konsisten dalam mewujudkan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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APLIKASI S| SUPER

D SISUPER (SPAK, SKM, HARL! %

O ¢ C O esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index php/kontrol dashboard

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

£ Dashboard Responden

si SUPER
PENGADILAN NEGER! SEKAYU

Survey Perseps) A Korupsi

SPAK

Klik Disint

. Lrpwae: Al Rights Reserv :0.0724, Panggunaan Memori : § B5ME
Copyright © 2021 Diswkterat Jenderal Baden Peradian tman All Rights Reserved. Wakeu Bkaekusi
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KUESIONER PADA APLIKASI S| SUPER

a det de Layans inian forn Suesioner SPAK mohon st kesan dan pesan Anda

a Data Responden Q Layanan 3 Form Kuesioner Kesan & pesan

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas meiayani tanpa meminta imbalan
Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
Apakah di Pengadilan selaiu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
Apakah memberikan tanda terima kasin atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ? *
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
Tidak Pernah
Jarang

Sering
Selalu
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Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

Apakah pernah mengurus perkara melaiui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
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HASIL SURVEI DIPUBLIKASI DIRUANG PTSP

IKM Pengguna Layanan Pengadilan
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HASIL SURVEI DIPUBLIKASI DI WEBSITE

O Fenuction tegen Setapy

SRRSO

TR RS CIATN AT A
REANS ATwER

Biaya Perkara
Direktori Putusan Mahkama
Agung

Bantuan Hukum

informasi Pendaftaran Perka

Tautan
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